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DE24PG GRZUABPA Tk, tanggal 02 Juli 20M8. yvang pada pokoknya

mengajukan dalil dengan tambahan dan pendbahan sebagal etk

1. Bahwa Pemohon ielah menikah terhadap Termohon pada tanggal 25
Desember 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
hiangunreja Kabupaten Tasikmataya sebagaimana ternyata dalam Kudipan
Alda Nikah Nomor - 40927172010 tanggal 25 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemochon dengan Termohon pemah merasakam
kehidupan berumah tangga yang bahagia dan dikarumiai 1 orang anak;

3. Babwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semuila
harmonis, namun sejak awal ahun 2017 mulal goyah karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang ferus menerus yang sulit wtuk
dudamaikan dan keadaan fersebut memuncak pada bulan bulan Desember
tahun 2017 sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumahfternpat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya:

Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan keutithan rumzh tangga telah ditempuh

musyawarah baik antara Pemochon dan  Termohon dengan orang fua

masing-masing maupun dengan orang lain, namun usaha tersebut tidak

%. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termaohon sudak

7. Balwra berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah
memenuin atasan perceraian sebagaimana diatur datam pasal 19 huwup (F)
PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup (f} Kompilasi Hukum lsianm,
Tasikmataya Cq Yth Majelis Hakim yang memerniksa perkara ini  agar

1. Mengabuikan permohonan Pemohon |

L
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2. Wemben zin kepada Pemumn_ wmiuk menjatuhkan

talak satu raji terhadap Temnob di depan
sitfang Pengadilan Agama Kota Tasikkmalaya;
3. Membebankan biaya perkara menunut holkuam,
Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadii-
adiinya;

Bahwa dalam perkara aguo, Pemohon telah menguasakan kepada
mengambi domisdi di Perun Bumi Tamamsar Permai Kota Taskmalaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus fertanggal 01 Jul 2018, dan ielah terdaftar di
1132/Req KI2018/PA Tmik_ tangoal 02 Juli 2018,

Bahwa, Majelis Hakim telah memenksa swat Kuasa Pemohon tersshut
diatas. dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Adwokat (KTPA) yang

Bahwa pada hari sidang yang telah dietapkan Pemohon diwalkili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain wiuk
menghadap sebaga walkilluasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 0924/Pdt. GR2018/PA. Tk tanggal 11
Juli 2018 dan 19 Juli 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
tetap pada dali-dalil permohonanmya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara i tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pemah
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemahon;
mengajukan atat-alat bukdl berupa:

A Surat:

Hafamam 3. dan 13 halama, Putusam Nomor - GELGRQE G I00LE R Tk
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@. Foiokop Kartu Tandga Pendudulk Stas .nam_
Pemohon) Nomor I =noge) 15 WMaret 2016
yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Busd
surat tersebut telah diben meleral cukup dan felah dicocokkan
dengan aslinya yang temyata sesuai, kalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.71,

b. Fotokopi Kufipan Akta Nikah Nomor ZDS27XI2010 Tanggal 25
Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kamntor Urusan Agama
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Bukii suwrat
tersebut tefah diben meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majeks diberi tanda
P2

B, Saksi
+ I - 't agana i pokenaan

lbu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. halte kidul RT.01 RW. 04

Keturahan Talagasari Kecamatan Kadongora Kabupaten Ganut

dibawah surmnpahrya memiberikan keterangan sebagai benlout:

- Bahwa, saksi kenzl Pemohon dan Termohonm dan  memdia
hubiingan dengan Pemohon sehagai saudara sepupu Pemohon:

- Bahwa, saksi mengetahusi Pemohon dan Termohon menikah pada
25 Desember 2010,
dikarumiai 1 orang anak;
lebih sejak awal tabwm 2017, sudalh tidak rukon lagh serng teradi
pertengkaran

- Babwa, perselisihan dam perengkaran Pemohon dan Termaolon
harmovisan rumah tangga Pemahon dan Termohon disebabikan
karena Termohon sering pimgam uang tanpa sepengetahuan dam

kv - iaei 15 et P tusam S SRt G, 20 3P, T,
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- Bahwa, saksl mengeEtahu antara Pemohon dan Termobon sudah
pisah numah selama 5 lbulan amanya sampai dengan Sekarang dain
sudah titlak bersatu lag),

- Bahwa, balk saksi maupun pihak keluama sudsh benusaha
menukurikan Pemohon dan Termehon akan fetap tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tanoga Pemochon dan Termohon
tidak ada harapan dapat bersatu iagi sehingga lehih baik benoerai’

z N . 47 tahun, agama isiam, pekerjaan ; lbu

Rumah Tangga, tempal kediaman di perum tamansan indah RT.01

RW. 11 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu kota Tasikmalaya,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai benilkut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiki
hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon:
istent yang sah yang menikah pada 25 Desembser 2010,

- Bahwa, saksi mengetaihul dan perkawinan Pemobhon dan Termohon
dan dikaruni2i 1 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
pertengkaran awal fahun 2007 yang mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon sudah psah rumah selama 5 bhulan

- Bahwa, perselisthan dan pertengkaran Pemchon dan Tenmohon
tersebut pernah diihat dan didengar langsung sebanyak 2 kali;
Pemchon dan Termaohon disebabkan karena Termohon sening
pnjam uang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemahon;

- Bahwa, pihak keluaga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termobon akan tetap: idak berhasil,
Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

1l 5 i 13 bl ama, Platassm Momar ; ISU0GBGE G TILE4mE, T,
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harapan dapat bersaty lagi dan malihat keadaan tumah tangganya
letih Lk bercerai;

Bahwa Kussa Hukum Pemohon telah menyampaican kesmmpukEn yang

Selanjutnya untuk singkatnya wraian putusan ini, maka semua hal yang
diarn putusan ini;

PERTHMEANGAN HUKUM

sebagaimana terurai di atas:
Pemchon tertanggal 01 Juli 2078, yang telah terdafiar di Kepanieraan
Pengadilan Agama Kotz Tasikmalaya denngzn Nomor
1132/Reg K201BPA Tmk tanggal 02 Juli 2018 temyata telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 123 HIR jo. Swat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor &
Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Mapelis Halem telah pula
memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat. oleh karena ity Majelis Halim harus menyatakan
profesional;
resmi dan patut, fidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
termyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sai,
sesual ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemeriniah Nomor 2@ Tabhun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
dijatuihikan tanpa hadirnya Termohion (verstek),

e e 5 i 1% ke, Punasary Moo 00 E G TS Tk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

fersmbang, bahwa sesual dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor
Tahum 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum islam. Wajebs Halom pada setiap kaii persidangan telah berusaha
karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

hermmbang, balwa oleh karena Temmohon fidak pemnah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majels tidak dapat memernintahian
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah saty syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2} hurof b Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadian:

Menimbang. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu
putusan yang dijatubkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena fu majelis membebani
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pemohon telah mengajukan alat bukfi surat P 1, P 2 serta dua orang saksi;

Memmbang, bahwa bukti P.1 {Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenar agama Pemachon,
sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukli tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempuwna dan mengikat (volledig en bindende bewijskrachl],

Memimbang, balwa bukti P2 (Folokopi Kutipanm Akia Nikah) yang
165 HIR bukii tersebut telah memenuhi syarat formal dan matenil, sevta
mempunyal kekuatan pembuklian yang sempuma dan mengikat (volledig en
bindende bewgskrachl),

Hizloman 7 diari 13 fai@mam, Putosam Mo : G904 Pt G 2003805, Tomit,
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Memmbang, bahwa sesum dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemmenmtah Nomor 9 Tahum 71975, Majels Hakm pedu  mendapatican
isten itu temtang adanya persedisihan dan periengkaran antara Pemohon dan
Temmohon,

Ienimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adaiah keluarga atau orang dekat
Pemochon dan atay Termohon sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemernintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hulamn Islam. Saksi
1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memeanuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

Menimbang, balwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dam
Termohon, adalah fakta yang pemah dilihat dan didengar langsung sebanyak 3
diaghswr dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
Pemohon dan atau Termohon sesual dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahwun 15975 jo_ Pasal 134 Kompilasi Huloum islam. Saksi
formai sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 32 HIR,

Menimbang, bahbwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan
Pemochon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemaobon dan
Termohon, adalah fakta yang pemah dilihat dan didengar langsung sebanyak 2
kali dan relevan dengan dafil yang harus dibukiikan oleh Pemaohon, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga kelerangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukils

Memmbang, bahwa kelerangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oieh karema it
keterangan dua orang saksi iersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukli P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Pemochon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut

Halgmeam & diam T3 etz Pt Mo - D90 P G F 200N, Tl
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3. Batwa datam rumah tangoa Pemohon dan Termobon sudah tidak rukun,
tetah fenEd persoisingn dan perenmkEEn yang Tenus Memsnus,

4. Batwa swdsh ada upaya yang rmaksimal ok merskunican Pemobon dan
Termohion, akan tetapi fidak berhasil;

5. Bamtwa, tumah tangga Pemchon dan Termohon ielsh pecah (mamaoe
hreakdown) sehingga Tumah tenoga antara Pemohon dengan Termohon
sudah tidak ada harapan ushk diperiahankan lag (oshoe! baar
Tweespaif)

#.  Bahwa alasan perceraian Pemohon Gidak disebabkan suaty perbuatan
wang mekavwan ks

4. Bawa Pemchon dan Termohon beragama lslam dan  Teomobon

Tasikrmalaya, maka sesual dengan ketertuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 15809 sebagsimana

dishah dengan Undangndang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, jo. Pasal 63 ayat

{1} Uindang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat {1) Peraturan

Pemenintah Nomor 8 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat {1) Kompiasi Hudwm

Tas#amailaya;

undangan yang beriaku sesuat dengan Pasai 2 Undang-undang Nomaor 1

Tabhun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-rmasing pihak mempunyai

perkawinan dalkam perkara ini (persona sfandi in judicio). dan perkara o

menjadi kompetensi absoiut Pengadilan Agama;

3.  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Tenmohon sudsh tidak ruln dam
bercesai dengan Termohon,

E-_.l
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Bafwwa, romal 2ngga Pemoion dan Termnohon sudsh tidak ada havepan
schagamana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Normor € Tahur 1974 jo.
Pasal 3 Kompsias: Hulkum isizm dan sebagarmana dimahsudcan 3l Qur an
Surat ar Rum [30f ayat 21. ielish Hidak enmag
Pexmohon dan Termohon yang sudah pecsh dan Sdak ada harapan wiiulk
rlaall cila 6 atha suddall ¢ 2
"llzmolak kerusakan et didshudskan dan pads mengamiid kebaskarn
Batwea karena rumalh angge Pemohon dan Termohon sudah Sdalk nolam
dafiam Pasal 18 hund (T} Perabean Pemenniah Nomor § tshun 1970 o
Pasal 116 o () Komplas Hukom isim sehwngos  penmainonsn
Piemoihon patull umitulk dikaibedicam
yang meksan fukoen {onrechimatioe daad) maka sesoad Pasal 125 (1)
Mewmbang, balfwa selama pesiawinan Pemohon dan Termohon el

caizizn perubahan MR daiam P2 aniars Pemohon den Termsohom Delusm

permaf bercera  oleh karens iy teisk Pemohon terhadar Tenmobhon yang asan

digstunkan adalah i=isk yang besaiu, maka bertasarkan ketentuan Pasa) 118

3 eradap Termohon & hadopan sdang Pengadian Agama Koo

Taclomaiaya,

Halzmam 11 fani 23 nsimemar, P Mo - B £, DI0EMS, T,

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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diengan anggal 20 Zuikaidah 1439 Hymyah, cigh larmi Bis Warkani. S.Ag., M.H.
sebagal Ketua Waeis La Yilesih, SAg dan Asep Rican
Hiotoya, S H 1. M.Ag masng-masing sebagai Hakim Angooia, putusan erseiut
Pamohon tanpa hadirmya Termohon,

iHialkonn Angoota

1. Pendaitaram 4 Rp. 0 [, -~
2 Proses : Rp 40000 -
3. Pamggiliam ; Rp. 225000 -
4 Redaisi : R 5, (N, -
5. materai X R &.000.-
Jurriai Rp 316000 -
(figa ratus emam belas nibw rugiah)

Hhizitermrm T3 e 0B eertammemn, Pt s W (R ) 0TS R, T

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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